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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Otonomi Khusus (OTSUS) 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sepuluh kabupaten di Provinsi 

Papua selama periode 2013-2022. Dengan menggunakan analisis regresi panel, 

penelitian ini menemukan bahwa PAD dan OTSUS memiliki dampak yang 

signifikan terhadap peningkatan IPM, berkontribusi pada peningkatan kualitas 

hidup melalui program lokal dan dukungan khusus. Sebaliknya, DAU dan DAK 

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM dalam konteks ini. 

Temuan ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan PAD dan OTSUS 

dan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap alokasi DAU dan DAK untuk mencapai 

tujuan pembangunan manusia yang lebih baik di Papua. 

 

Kata Kunci: Provinsi Papua, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (OTSUS), 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), 

Special Allocation Fund (DAK), and Special Autonomy (OTSUS) on the Human Development 

Index (HDI) in ten districts in Papua Province during the period 2013-2022. Using panel 

regression analysis, this study finds that PAD and OTSUS have a significant impact on 

increasing the HDI, which contributes to improving the quality of life through regional 

programs and special support. In contrast, DAU and DAK do not show a significant effect on 

the HDI in this context. These findings highlight the importance of efficiency in the 

management of PAD and OTSUS and the need for further evaluation of DAU and DAK 

allocations to achieve better human development goals in Papua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Papua merupakan satu dari wilayah yang mempunyai tantangan 

pembangunan signifikan di Indonesia. Meskipun menerima dana perimbangan dari 

pemerintah pusat, kondisi sosial ekonomi di Papua masih mengalami berbagai 

permasalahan, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks 

ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang secara 

langsung mencerminkan kesejahteraan manusia. Dana perimbangan merupakan 

pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah demi 

memfasilitasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

belum banyak penelitian yang secara khusus menginvestigasi dampak dana 

perimbangan terhadap peningkatan IPM di Papua. Oleh karena itu, penelitian ini 

diperlukan untuk menentukan sejauh mana dana perimbangan telah berkontribusi 

terhadap peningkatan IPM di Provinsi Papua. Pemahaman yang mendalam 

mengenai mekanisme pengalokasian dana perimbangan serta dampaknya terhadap 

indikator kesejahteraan seperti IPM dapat memberikan wawasan yang berharga 

bagi pengambilan kebijakan untuk mengembangkan strategi pembangunan yang 

lebih efektif dan berkelanjutan di Papua. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam 

mengoptimalkan inklusif dan berkeadilan di Provinsi Papua. 

Sampel yang akan di ambil dari Provinsi Papua iyalah sampel dari daerah 

administratif yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten adalah wilayah pemerintahan
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sendiri dengan kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola kegiatan 

pemerintahannya sendiri. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah, Setiap Pemerintahan Daerah merupakan regulasi yang mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat regional, kabupaten, dan kota di 

Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi 

pemerintahan. UU ini menetapkan pemisahan tugas antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta menggariskan tanggung jawab dan fungsi setiap tingkatan 

pemerintahan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan 

umum, dan perhubungan. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 juga menekankan 

pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dan 

merangsang keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui 

pengaturan yang lebih jelas mengenai otonomi daerah, diharapkan bahwa 

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara lebih merata dan 

sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari 

aktivitas ekonomi lokal satu daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang disisihkan, dan penerimaan lain 

yang sah. PAD sangat krusial untuk mendukung penerapan otonomi daerah, yang 

memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mendanai sendiri 

kegiatan pembangunan dan layanan publik, Dasar hukum utama yang mengatur 

PAD adalah UUD 1945 yang menjamin daerah, serta undang-undang No. 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Yang memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan daerah 

termasuk pengumpulan dan pemanfaatan PAD. Undang-undang ini bertujuan untuk 
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memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal.  

Dana Alokasi Umum (DAU) Salah satu alat kebijakan fiskal yang memiliki 

peran vital dalam pengembangan daerah di Indonesia. DAU diatur dalam undang-

undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui DAU, pusat pemerintahan mengatur alokasi 

sebagian anggaran keuangan negara memberikan dana kepada pemerintah daerah 

untuk membiayai berbagai program pembangunan serta penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Penggunaan DAU bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mengurangi 

kesenjangan antarwilayah di Indonesia. DAU juga menjadi salah satu instrumen 

utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Seiring dengan 

berjalannya waktu, DAU terus mengalami perubahan dan penyesuaian dalam 

rangka meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, penting untuk mengkaji peran, implementasi, dan dampak DAU 

terhadap pembangunan daerah, termasuk Provinsi Papua, sebagai bagian dari upaya 

memahami dinamika keseimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan daerah 

di Indonesia. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang 

diperuntukkan beberapa pemerintah daerah atau keperluan tertentu yang mendesak. 

DAK diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam konteks Papua, DAK sering 

digunakan sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendukung 
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pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang masih 

menghadapi sejumlah tantangan terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi. Melalui alokasi dana yang khusus dan terfokus, DAK diharapkan dapat 

mempercepat pembangunan di Papua dan mengurangi kesenjangan pembangunan 

dengan daerah lain di Indonesia. Namun, implementasi DAK di Papua juga 

memunculkan berbagai tantangan dan permasalahan, termasuk masalah efektivitas 

penggunaan dana, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan analisis mendalam terkait peran, implementasi, dan dampak dari DAK 

di Papua dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. 

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Papua karena 

provinsi Papua menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan 

sosial dan ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam 

rendahnya Indeks Pembangunan Manusia  (IPM). Papua memiliki potensi sumber 

daya alam yang besar namun mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek 

dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di samping itu, sejarah panjang 

ketegangan politik dan konflik sosial di Papua membuat stabilitas dan integrasi 

nasional menjadi prioritas. Kebijakan khusus, seperti Otonomi Khusus (Otsus) 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperbarui dengan 

UU No 2 Tahun 2021 tentang otsus bagi provinsi papua, ditujukan untuk 

memberikan kewenangan dan alokasi dana tambahan untuk mempercepat 

kemajuan pembangunan, mengurangi disparitas, dan meningkatkan kesejahteraan 

penduduk Papua. Pemerintah berharap dengan perhatian khusus ini, pembangunan 

di Papua dapat lebih merata dan inklusif, serta menciptakan kondisi yang lebih 
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stabil dan damai. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya relevan secara 

akademis tetapi juga memiliki implikasi yang dapat berperan penting dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua melalui peningkatan IPM sebagai 

salah satu indikator kunci pembangunan manusia. 

1.2 Komponen dan Tautan 

Berikut adalah bentuk kerangka pemikiran pada penelitian Dampak Dana 

Perimbangan di Provinsi Papua yang terdiri dari variabel independent ]dan 

variabel dependen: 

 

 

 

 

1.3 Runusan Masalah  

1. Bagaiman pengaruh alokasi anggaran PAD terhadap IPM 

2. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran DAU terhadap IPM 

3. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran DAK terhadap IPM 

4. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran OTSUS terhadap IPM 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsekuensi dana perimbangan, yang 

meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 

DAU 

 

(X1) 

 

DAK 

 

(X1) 

 

PAD 

 

(X1) 

 
IPM 

 

(X1) 

 

OTSUS 

 

(X1) 

 



6 

Otonomi Khusus (OTSUS), terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Provinsi Papua. Dengan melihat alokasi dan penggunaan dana 

perimbangan dalam konteks pembangunan manusia, penelitian ini akan 

mengidentifikasi sejauh mana alokasi dana tersebut mempengaruhi ketersediaan 

layanan pendidikan dan kesehatan ini akan menganalisis apakah alokasi dana 

perimbangan juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan 

sosial di wilayah tersebut. Melalui pendekatan analisis kuantitatif, penelitian ini 

akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan 

keberlanjutan penggunaan dana perimbangan dalam mendukung pembangunan 

manusia di Papua, serta menyusus kebijakan yang meningkatkan dampak 

positifnya. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan 

kebijakan untuk penggunaan dana perimbangan yang lebih efektif dan efisien, 

penelitian ini juga menambah wawasan kepada akademisi dan literatur ilmiah 

mengenai pengaruh dana perimbangna terhadap pembangunan manusia, terutama 

di wilayah Papua yang menghadapi tantangan pembangunan, dan memberikah 

pemahaman bagi masyarakat umum tentang pentingnya penggunaan dana 

perimbangan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia di 

daerah, 

1.6 Batasan Penelitian  

Batasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Papua  
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2. Data yang dipakai bersumber dari BPS tahun 2013-2022 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada beberapa instrument yaitu, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusu, Otonomi Khusus dan Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dari penelitian menunjukan variabel PAD dan OTSUS  

signifikan terhadap IPM, sementata DAU dan DAK tidak menunjukkan 

signifikansi, dapat disimpulkan bahwa papua menghadapi dinamika pembangunan 

ekonomi yang relevan daneng dengan teori Rostow. Papua sebagai wilayah yang 

memiliki kekayaan sumber daya alam, memiliki peluang atau potensi yang besar 

untuk mencapai tahapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan 

teori Rostow. Namun hasil penelitian ini menunjukan bahwa PAD yang tinggi, 

sebagai indikator pendapatan lokal yang kuat, memiliki dampak yang positif 

terhadap peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan Tahap Pertumbuhan Laju Tinggi 

yang dianjurkan oleh Rostow, di mana akumulasi modal lokal menjadi krusial 

untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Tidak signifikansi pad 

DAU dan DAK menunjukan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat atau sumber 

daya eksternal belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang signifikan terhadap 

pembangunan manusia di Papua. Hal ini menyoroti tantangan dalam mengelola 

sumber daya dan kebijakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan dan inklusif, seperti yang ditekankan oleh teori Rostow. Dalam 

konteks ini, Papua dapat mengambil pelajaran penting untuk mengembangkan 

strategi pembangunan yang lebih berfokus pada penguatan PAD dan pemanfaatan 

OTSUS secara efektif. Investasi yang tepat dalam infrastruktur, pendidikan, dan 

Kesehatan, yang didukung oleh pendapatan lokal yang lebih tinggi dan control yang 



37 

lebih besar terhadap kebijakan lokal melalui OTSUS, dapat menjadi kunci untuk 

mencapai tahap pertumbuhan yang lebih maju sesuai dengan teori Rostow. Secara 

keseluruhan Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi 

regionalnya dengan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial dan kebijakan publik. Dengan 

demikian implementasi kebijakan yang tepat dan strategi pembangunan yang 

berbasis pada kondisi lokal akan membantu Papua mencapai tahap-tahap 

pertumbuhan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 

sejalan dengan prinsip-prinsip teori Rostow.  

5.2  Keterbatasan 

Dalam menggunakan data time series dan cross-section, terdapat tantangan 

dalam memperoleh data panel yang konsisten dan representative dari waktu ke 

waktu serta dari berbagai daerah di Papua. Variabilitas data ini dapat 

mempengaruhi keakuratan analisis dan generalisasi hasil penelitian. Analisis ini 

terbatas pada faktor-faktor yang dapat diukur dan termasuk dalam model, seperti 

variabel eksternal atau dinamika sosial politik yang tidak tertangkap dalam data 

statistik. 

5.3 Saran 

Untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam 

penelitian dengan memperhatikan sumber data yang valid dan metodologi yang 

tepat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel yang 

dipertimbangkan untuk memahami lebih baik variabel-variabel yang 

mempengaruhi IPM di Provinsi Papua, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, 
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pendidikan, dan infrastruktur. Selanjutnya penting untuk mempertimbangkan 

analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika politik dan sosial di Papua yang 

dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dan alokasi dana perimbangan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan metodologi 

penelitian dan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari pengaruh dana 

perimbangan terhadap pembangunan manusia, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perencanaan kebijakan yang 

berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Papua. 
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